
 

 

 

69 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap hasil diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diubahnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasca Cipta Kerja mengakibatkan 

produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; tidak termasuk lagi 

dalam daftar bidang usaha yang tertutup melainkan menjadi daftar bidang 

usaha dengan persyaratan tertentu. Dalam peraturan pelaksananya Peraturan 

Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman modal mencabut 

Peraturan Prsiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar bidang usaha yang 

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang 

penanaman modal dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 

tentang kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha 

yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Konsekuensi 

dari perubahan tersebut, mengakibatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 Pasal 12 dan peraturan pelaksananya tidak berlaku lagi.  Penanam modal 

asing yang mau menanamkan modal dibidang alutsista dapat menanamkan 

modalnya dengan persyaratan modal asing maksimal 49% dan dalam hal 

terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan 

persetujuan Menteri Pertahanan. Perubahan ketentuan ini membantu 

terwujudnya tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu untuk 



 

 

70 
 

 
 

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Baik untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing 

dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan tekonologi, 

mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial 

menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tapi perubahan ini berpotensi dapat mengancam kedaulatan 

negara Indonesia dan mengancam kepentingan nasional. Aspek tujuan hukum 

demi kepentingan nasional itu sendiri yaitu Negara wajib mengusahakan 

perlindungan wilayah serta keamanan warga negara jika berhadapan dengan 

ancaman yang datang dari negara lain. Inilah kebutuhan utama dari berdirinya 

suatu negara. Pemerintah Pusat tidak boleh melupakan kriteria penanaman 

modal asing berdasarkan kriteria pertahanan dan keamanan nasional serta 

kepentingan nasional lainnya. 

B. Saran 

Perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi 

lebih Efektif dan Penggunaan Omnibus Law sebagai hukum yang berlaku di 

Indonesia tentunya bertujuan baik, untuk mewujudkan terciptanya hukum yang 

dicita-citakan  bangsa Indonesia, yang menyejahterakan rakyat Indonesia dan 

terjadinya harmonisasi. Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran dalam 

penelitian ini adalah agar Pemerintah Pusat tetap memperhatikan dan tetap 
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melakukan pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha 

produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang sehingga 

kepentingan nasional dan kedaulatan negara tetap terjaga regulasi. 
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